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ABSTRAK 
Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilakukan oleh camat sebagai 
perangkat daerah kabupaten atau daerah kota. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri wajib memfasilitasi 
pelaksanaan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa dengan mengeluarkan Pedoman Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa yang berupa Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas 
Desa.Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas 
desa di wilayah darat.Permendagri No. 76 Tahun 2012 diterbitkannya sebagai pengganti Permendagri No. 1 
Tahun 2006 mengatur bahwa penetapan dan penegasan batas daerah dilakukan secara kartometris, sehingga 
kajian penerapan metode iniperlu dilakukan terhadap penetapan batas desa/kelurahan. Pelaksanaan 
penetapan dan penegasan batas desa dilakukan di atas peta skala 1:5.000 - 1:10.000, namun ketersediaan 
peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sampai saat ini baru pada skala 1:10.000 dan pada wilayah yang masih 
terbatas. Inovasi teknologi dengan memanfaatkan data citrategak resolusi tinggi hasil perekaman satelit 
ataupun pesawat tanpa awak (UnmannedAerial Vehicle/UAV) diperlukan untuk melengkapi ketentuan skala 
peta dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Lokasi penelitian ini adalah di sebagian 
wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogordan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua 
Barat. Hasil wawancara dengan penduduk pada kedua desa yang berbatasan menyatakan bahwa batas 
wilayah indikatif yang terdapat pada peta RBI didapatkan pernyataan: salah, benar, dan tidak tahu.Demikian 
juga dengan informasi mengenai unsur alam dan buatan yang lain sebagai indikasi batas dikarenakan 
lurah/kepala desa belum mengetahui wilayah kerjanya. 
 




Supervision and monitoring of the village governance carried out by the head of sub-district as part of 
regency or city supervision. Here, theMinistry of HomeAffairs facilitates the implementation of the Government 
Regulation No.72 Year 2005 about Village by issuing Guidelines for Village Boundaries Delimitation and 
Affirmation through Regulation of Ministry of Home Affairs No. 27 Year 2006 about Village Boundaries 
Delimitation and Affirmation. The village boundaries delimitation is implemented to provide legal certainty 
especially to the village boundaries on the land portion. TheRegulation of Ministry of Home Affairs No. 76 Year 
2012 as a replacement of Regulation of Ministry of Home Affairs No. 1 Year 2006regulates that the village 
boundaries delimitation shall be done by using chartometric method, so that an assessment of the 
implementation ofthe method forvillage’sboundaries is required. Implementation of the village boundaries 
delimitation shall be done on a map with scale of 1:5,000 - 1:10,000, yet the RBI maps is only availableon a 
scale of 1:10,000 and cover limited areas. An innovation, such as by utilizing high-resolution imageriesobtained 
by using satellite or Unmanned Aerial Vehicle (UAV), is required to accelerate the accomplishment to the village 
boundaries delimitation. This research was carried outat some parts of Cibinong sub-district, Bogor Regencyand 
Kais District, Sorong Selatan Regency, Papua Barat Province.Results of interview to people live in two nearby 
villages borders regarding the indicative boundaries shown on the topographic (RBI) maps provide answers of: 
false, true and unclear. Similar answers also addressed to a question about natural and artificial elements as 
indicative boundaries because the head of the village do not familiar with their villages area. 
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Batas wilayah didefinisikan sebagai garis 
khayal yang menggambarkan batas antar wilayah 
kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, 
provinsi, dan negara. Sesuai UU No. 4 Tahun 2011 
tentang Informasi Geospasial, batas wilayah 
merupakan salah satu unsur yang harus 
digambarkan pada peta dasar. Sementara itu, UU 
No. 6 Tahun 2014 membawa implikasi pada arti 
penting pemetaan batas desa. Pada BAB III Pasal 
8 Ayat 3 disebutkan bahwa pembentukan desa 
harus memenuhi syarat batas wilayah desa yang 
dinyatakan dalambentuk peta desa yang ditetapkan 
dalam peraturan bupati/walikota. Selanjutnya, Pasal 
17 Ayat 1 menyatakan bahwa “peraturan daerah 
kabupaten/kota tentang pembentukan, 
penghapusan, penggabungan, dan perubahan 
status desa jadi kelurahan dan/atau kelurahan 
menjadi desa diundangkan setelah mendapat 
nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari 
Kementerian Dalam Negeri”. Peraturan daerah 
tersebutharus disertai lampiran peta batas wilayah 
desa.  
Penetapan dan penegasan batas 
desa/kelurahan menjadi penting terkait keuangan 
dan aset desa karena dana alokasi desa dihitung 
berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.Pada 
tahun 1969/1970, jumlah desa tercatat sebanyak 
44.478, dan pada tahun 1973/1974 bertambah 
menjadi 45.587, kemudian pada tahun 1978/1979 
desa bertambah lagi sekitar 15.000 total menjadi 
60.645. Pada tahun 1983/1984, ketika terjadi 
penataan desa baru berdasarkan UU No. 5 Tahun 
1979, jumlah desa/kelurahan bertambah menjadi 
66.437. Berdasarkan Permendagri No. 18 
Tahun2013 tentang Kode dan Data Wilayah 
AdministrasiPemerintahan jumlah desa/kelurahan 
telah mencapai 81.253. Namun demikian, laju 
pemekaran yang meningkat dari tahun ke tahun ini 
hampir keseluruhan tidak didahului bahkan diikuti 
dengan penetapan dan penegasan desa yang 
mengakibatkan tidak jelasnya pembagian aset 
desa, sehingga mengakibatkan konflik antar-desa 
dan bahkan antar-daerah kabupaten/kota jika batas 
desa yang belum ditetapkan dan ditegaskan 
tersebut sekaligus merupakan batas daerah. 
Penelitian ini pada dasarnya adalah mengenai 
delimitasi batas dan adjudikasi penentuan batas di 
atas peta secara kartometris. Dengan cara ini, 
penentuan batas wilayah lebih banyak dilakukan 
diatas peta, baikhardcopy maupun digital, 
sedangkan kegiatan lapangan dilaksanakan hanya 
jika diperlukan.Maksud penelitian ini adalah untuk 
pemodelan penetapan batas wilayah dalam rangka 
percepatan implementasi dari Permendagri No. 27 
Tahun 2006 yang mengacu pada Permendagri 
No.76 Tahun 2012, dan tujuannya adalah 
menyediakan data geospasial berupa koordinat titik 
batas dan delineasi garis batas 
kecamatan/kelurahan/desa secara  kartometris dan 
menyajikannya pada peta. 
Tahap awal yang sangat penting dalam 
penegasan batas daerah secara  kartometris 
adalah menyiapkan dan membuat peta kerja yang 
akan digunakan dalam pelacakan untuk mencapai 
kesepakatan batas antara daerah yang berbatasan 
dan digunakan untuk menentukan koordinat titik-
titik batas. Peta dasar harus memenuhi kriteria 
memadai, baik dari aspek skala maupun ketelitian 
dan kebenaran informasi yang terkandung di dalam 
peta dasar tersebut (Joyosumarto dkk.,2013).Citra 
tegak resolusi tinggi dan peta Rupabumi Indonesia 
(RBI) digunakan sebagai peta kerja. Batas 
administrasi indikatif diperoleh dari peta RBI 
sebagai referensi batas awal. Setiap wilayah 
kelurahan/desa dibuat pada satu lembar peta kerja. 
Citra dipotong sesuai dengan luasan wilayah 
kelurahan/desa, dengan membuat batas 
pemotongan sepadan segmen batas indikatif diluar 
wilyah kelurahan/desa. Penelitian penetapan dan 
penegasan batas wilayah secara kartometris ini 
dilakukan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten 
Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Distrik Kais, 




Persiapan teknis dan persiapan administrasi 
perijinan diperlukan untuk keperluan koordinasi dan 
survei.Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang 
Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
menyebutkan bahwa penetapan batas desa 
diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, 
penentuan peta dasar yang dipakai, dan delineasi 
garis batas secara kartometris di atas peta dasar. 
Persiapan teknis yang dilakukan meliputi 
pengumpulan data citra dan peta dengan cakupan 
berdasarkan lokasi wilayah kecamatan hasil 
koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi 
area studi. Data peta dasar tersedia pada skala 
1:25.000 dijadikan sebagai acuan geometri data-
data lain yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
Data citra resolusi tinggi dapat diperoleh secara 




Tahapan kegiatan yang dilaksanakan meliputi 
kegiatan menyiapkan peta daerah studi dengan 
menampilkan tematik batas wilayah kecamatan dan 
desa serta menyiapkan citra resolusi tinggi. Peta 
kerja dibuat berdasarkan peta dasar dan citra guna 
keperluan sosialisasi dan koordinasi dengan 
pemerintah setempat. Selanjutnya, proses 
adjudikasi dengan melakukan verifikasi batas 
indikatif di peta ke setiap desa/kelurahan dan 
kecamatan. Proses updating peta dengan cara 
melakukan overlay batas hasil adjudikasi, untuk 
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selanjutnya proses pembuatan peta wilayah 
kecamatan dan peta wilayah desa/kelurahan. 
Tahapan pelaksanaan pekerjaan adjudikasi 
batas antar-kecamatan/kelurahan ditampilkan 
dalamGambar 1.Pada tahap ppersiapan, 
pengunduhan citra satelit untuk keperluan 
penentuan batas wilayah dilakukan dengan 
menggunakan beberapa perangkat lunak antara 
lain ScreenGrab yang dikombinasikan dengan 
Mozilla Firefox, Easy Bing Downloader, Google 
Maps Saver, Universal Maps Downloader, Google 
Hybrid Maps Downloader, Google Satellite Maps 
Downloader, Google Maps Downloader, Quantum 
GIS, Globbal Mapper dan lain-lain. Kegunaan dari 
beberapa perangkat lunak tersebut antara lain 
untuk mengunduh citra, menyusun kembali 
(membuat mosaik) dalam satu sistem koordinat, 
menampilkan hasil mosaik dengan skala yang 
bervariasi. Pada pengunduhan citra dilakukan 
zooming yang optimal artinya dilakukan perbesaran 
sehingga memiliki jangkauan spasial dan tingkat 
kedetailan yang memadai untuk interpretasi 
kenampakanobjek sebagai batas wilayah.  
Citra satelit yang akan digunakan dalam 
kegiatan ini perlu diolah terlebih dahulu sehingga 
diperoleh tampilan citra yang optimal dengan posisi 
georeferensi yang benar sehingga setiap objek 
pada citra terlihat jelas untuk menonjolkan 
kenampakan penutupan lahannya.  
Citra digital atau peta hasil unduhan, biasanya 
belum memiliki koordinat bumi (georeferensi), atau 
masih berkoordinat lokal (baris dan kolom). Syarat 
utama untuk dapat digunakan atau ditampilkan 
bersama dengan data lain misalnya peta rupabumi  
yang sudah bergeoreferensi atau titik batas hasil 
tracking di lapangan, untuk itu data citra 
digeoreferensi sesuai dengan sistem georeferensi 
peta dasar yang digunakan sebagai acuan. Untuk 
memastikan posisi citra terkoreksi (rectified) maka 
dilakukan superimpose dengan peta RBI. Apabila 
posisi citra baru sudah menempel pada peta 
rupabumi maka proses rektifikasi dianggap sudah 
benar, tetapi apabila sebaliknya, maka proses 
orthorektifikasi perlu diulang dengan memperbaiki 
posisi titik ikat (Ground Control Point/GCP) atau 
mencari GCP lain yang lebih representatif.  
 





Pembuatan Peta Kerja 
(overlay batas indikatif dari RBI di 
atas citra resolusi tinggi) 
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Penggunaan peta RBI sebagai acuan kegiatan 
adjudikasi karena peta rupabumi menampilkan 
sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia. 
Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi tujuh 
tema, yaitu penutup lahan, hidrografi, hipsografi, 
bangunan: gedung, transportasi dan utilitas, batas 
administrasi, dan toponimi. Batas administrasi di 
sini dapat berupa batas negara provinsi, batas 
kota/kabupaten, batas kecamatan dan 
desa/kelurahan yang menunjukkan batas wilayah 
administrasi suatu daerah. 
Kewenangan penetapan dan penegasan batas 
provinsi dan batas kota/kabupaten adalah 
Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah 
Daerah untuk batas kecamatan/kelurahan/desa. 
Garis batas administrasi pada peta rupabumi 
merupakan batas yang sifatnya indikatif. Dalam 
rangka membuat batas indikatif menjadi batas 
definitif, diperlukan proses penetapan batas 
(delimitasi) dan penegasan batas 
(demarkasi).Untuk penetapan batas desa 
(delimitasi) dapat dilakukan secara kartometris 
pada peta rupabumi atau citra. 
UAVmerupakan sistem pesawat tanpa awak 
yang menggunakan sistem berbasis elektromekanik 
yang dapat melakukan misi-misi terprogram dengan 
karakteristik: (1) tanpa awak pesawat; (2) beroperasi 
pada mode mandiri baik secara penuh atau 
sebagian; dan (3) sistem ini dapat dirancang untuk 
dapat dipergunakan secara berulang (Wikantika, 
2008). UAV untuk aplikasi inderaja patut 
dikembangkan sebagai alternatif untuk monitoring 
lahan pertanian, kemudahan pengoperasian, 
fleksibilitas waktu dan areal pemotretan yang 
diinginkan, biaya relatif lebih murah dibandingkan 
harga perekaman wahana satelit, sebagai kelebihan 
yang harus diperhitungkan (Shofiyanti, 2011). Pada 
kegiatan penelitian ini UAV belum dipergunakan 
karena pertimbangan belum mendapatkan hasil 
kajian ketelitian geometrinya. 
Tahapan kegiatan sosialisasi dilaksanakan 
untuk menyampaikan dasar hukum, peraturan 
perundangan dan arti pentingnya penataan batas 
wilayah administrasi desa kepada para aparat 
pemerintahan di daerah. Untuk itu dalam sosialisasi 
dan koordinasi diikuti oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota setempat juga diikuti oleh para 
camat dan para lurah pada wilayah yang akan 
diadjudikasi. Pada saat koordinasi, disampaikan 
teknis pelaksanaan adjudikasi atau metode 
penetapan batas yang membutuhkan bantuan 
aparat desa sebagai penunjuk batas. Untuk 
selanjutnya disusun jadwal kunjungan tim 
adjudikasi ke masing-masing desa, berdasarkan 
kesepakatan dan kesiapan pihak desa. 
Batas secara definisi dapat diartikan sebagai 
garis pemisah antara objek. Selanjutnya batas 
wilayah kecamatan/kelurahan/desa adalah tanda 
pemisah antara kecamatan/kelurahan/desa yang 
bersebelahan. Batas wilayah dimaksud sebagai 
batas administrasi, yaitu pemisah wilayah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan 
desa/kelurahan lain. Dengan terwujudnya batas 
administrasi yang jelas dan tegas, diharapkan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dapat 
terwujud tertib administrasi kewilayahan, tertib 
penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan 
umum, dan tertib pengelolaan kegiatan 
kemasyarakatan. 
Jenis-jenis batas desa/kelurahan di darat 
dapat berupa batas alam atau batas buatan. Batas 
alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, 
sungai pantai, danau dan sebagainya, yang 
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas 
desa/kelurahan. Batas buatan adalah unsur-unsur 
buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel 
keretaapi, saluran irigasi dan sebagainya yang 
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas 
desa/kelurahan. Apabila batas wilayahnya adalah 
tampakan geomorfologi berarti garis batas ini terdiri 
dari watershed, sungai, dan alur terdalam 
(thalwegs) dari sungai besar (Handoyo, 2011). 
Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang 
melewati tengah-tengah sungai (thalwegs), garis 
pemisah air (watershed) merupakan garis yang 
dimulai dari suatu puncak gunung dan menyelusuri 
punggung bukit yang mengarah kepada puncak 
gunung pada sisi berikutnya.  
Adjudikasi batas kecamatan/kelurahan/desa 
sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
proses penetapan dan penegasan batas wilayah 
kecamatan/kelurahan/desa, meliputi pengumpulan 
dan penetapan kebenaran data fisik (berupa peta) 
dan data yuridis (peraturan daerah) mengenai satu 
atau beberapa segmen batas. Adjudikasi ini pada 
dasarnya adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan 
bersama aparat kelurahan/desa untuk mencari 
kebenaran data fisik (peta) dan kebenaran yuridis 
(perda), kemudian membuat justifikasi dengan cara 
membuat penetapan dan pengesahan hasil 
verifikasi tersebut.  
Verifikasi batas indikatif di atas citra tegak 
resolusi tinggi dilakukan dengan cara interpretasi, 
yaitu untuk memahami atau menafsirkan citra 
sehingga mendapatkan informasi yang akurat 
mengenai objek alam atau objek buatan yang 
terekam pada citra. Interpretasi citra dilakukan 
berdasarkan unsur-unsur: rona atau warna, bentuk, 
ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. 
Interpretasi objekpada citra relatif lebih mudah 
dilakukankarena citra yang digunakan citra tegak 
resolusi tinggi berwarna. Pada citra tegak resolusi 
tinggi dapat dibedakan dan diyakini bahwa objek 
tersebut adalah jalan, sungai, rumah, dan 
sebagainya. Verifikasi batas desa/kelurahan 
dilakukan oleh tim adjudikasi bersama dengan 
aparat desa sebagai penunjuk batas. Keterlibatan 
aparat desa/kelurahan dalam kegiatan ini 
merupakan tahap untuk mendapatkan kesepakatan 
letak garis batas, dengan atau tanpa sumber 
hukum tertulis mengenai batas tersebut. Jika garis 
batas sudah dapat disepakati kedua belah pihak 
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desa/kelurahan yang berbatasan, misal sebagai 
batas berupa unsur alam buatan selanjutnya 
dilakukan perapatan titik secara kartometris. Titik-
titik ini ditempatkan pada objek-objek yang mudah 
dikenali, dengan kerapatan disesuaikan kebutuhan. 
Untuk objek yang lurus seperti sungai atau jalan  
hanyadibuat pada ujung-ujung segmen 
(persimpangan atau belokan jalan atau sungai).  
Penggambaran batas wilayah desa/ kelurahan 
hasil adjudikasi sebagai bagian dari data 
geospasial dasar, disajikan mengikuti kaidah 
kartografis. Keterbatasan data peta skala besar 
yang dapat digunakan sebagai data dasar 
menyebabkan peta wilayah yang dibuat sebagai 
hasil akhir proses kartografi ini adalah berupa peta 
citra dengan cakupan wilayah satu kelurahan/desa. 
Sebagai acuan adalah peta kerja dan daftar 
koordinat serta segmen batas hasil adjudikasi. 
Skala dan tata letak peta menyesuaikan bentuk 
wilayah kelurahan/desa yang dipetakan.Untuk peta 
desa/kelurahan legenda dapat diletakkan di 
sebelah kanan isi peta atau di bawah isi peta. 
Setiap titik kartometris hasil perapatan titik diberi 
nomor dan nilai koordinatnya serta data atribut 
nama desa/kelurahan yang bersebelahan pada titik 
tersebut. 
Optimalisasi penyelesaian batas dengan cara 
kartometris dilakukan untuk mengurangi kegiatan 
pelacakan lapangan. Guna memperkuat 
argumentasi klaim wilayah diperlukan kegiatan 
lanjutan berupa pengamatan koordinat kampung-
kampung (desa) terluar yang selama ini telah 
masuk dalam pengelolaan administrasi wilayah. 
Pengamatan kampung dilakukan dengan alat GPS 
dan tempat pengamatan ditentukan di bawah tiang 
bendera pada bangunan pemerintahan dan atau 
bangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum. 
Tanda batas berupa pilar dipasang jika dipandang 
perlu dan memungkinkan. Metode kartometris 
dengan pengamatan koordinat kampung/desa 
terluar sangat disarankan untuk menghasilkan 
penetapan garis batas administrasi antar wilayah 
(Riadi & Sudarmadji, 2012). 
Luas wilayah desa/kelurahan disetiap 
kabupaten/kota sangat variatif, luas wilayah 
desa/kelurahan di Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak 
seluas wilayah desa/kelurahan di luar Pulau Jawa. 
Metode kartometris penerapannya mengacu pada 
Permendagri No.76 Tahun 2012 pada BAB I Pasal 
1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “batas daerah di 
darat adalah pembatas wilayah administrasi 
pemerintah antar daerah yang merupakan 
rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada 
permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam 
seperti igir/punggung gunung/pegunungan 
(watershed), median sungai dan/atau unsur buatan 
di lapangan dituangkan dalam bentuk peta”. 
Penetapan batas wilayah di darat, dengan 
analisis  kartometris, terutama diterapkan di daerah 
dengan topografi perbukitan atau pegunungan. 
Visualisasi topografi dari data Digital Elevation 
Model (DEM) dengan teknik hillshading dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi dan mendelineasi 
batas wilayah yang berupa igir (punggung) 
perbukitan atau pegunungan Gambar 
2(Riadi&Soleman, 2011). Peta  batas administrasi 
yang ada saat ini (existing data) ditumpang-
susunkan (overlay) di atas DEM, kemudian 
dilakukan penarikan batas sesuai dengan 
kenampakan topografi. 
Aspek geospasial/peta dalam boundary 
making memiliki arti penting dalam sengketa batas, 
yang pertama menjadi penyebab sengketa, kedua 
sebagai alat yang digunakan untuk mengusulkan 
posisi batas masing-masing pihak yang 
bersengketa, ketiga sebagai alat penyelesaian 
sengketa dan keempat sebagai alat 
untukmengilustrasikan pendapat dalam negosiasi 
atau mediasi sengketa batas (Sumaryo, 2012). 
Secara teoritis, batas dapat didefinisikan dengan 
menggunakan batas alami atau buatan, garis batas 
ditarik menurut unsur-unsur budaya seperti bahasa, 
agama atau etnologi, yang dikenal sebagai 
antropomorfik (Smith, 1995). Teori tentang batas 
wilayah dalam Smith (1995) perlu direkonstruksi 
pemahamannya bahwa batas wilayah administrasi 
hanya mengatur soal administrasi pelayanan 
pemerintahan ke masyarakatnya dan bahwa garis 
batas administrasi tidak menjadi 
pemisahkeberadaan suku/etnis. Pada beberapa 
daerah terjadi konflik akibat penetapan batas desa 
yang secara adminstrasi pemerintahan tidak 
bermasalah akan tetapi batas administrasi ini telah 
memisahkan sistem kekerabatan yang ada 
(Faturochman,1993). Pada Gambar 3 diilustrasikan 
penarikan garis batas berdasarkan unsur jalan, 
sedangkan pada Gambar 4 diberikan contoh 
penarikan garis batas berdasarkan garis kedalaman 
maksimum pada unsur alam yakni thalweg. 
 
 
Gambar 2. Penarikan garis batas di igir/punggung 
gunung (watershed), garis putih garis 
batas existing. 




Gambar 3. Garis batas berdasarkan batas alam 
buatan yakni unsur jalan. 
 
 
Gambar 4. Garis batas berdasarkan thalweg. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua tema. 
Pertama adalah penetapan dan penegasan batas 
wilayah desa/kelurahan dengan studi di Kecamatan 
Cibinong Kabupaten Bogor. Kedua adalah rencana 
pemekaran wilayah Distrik / Kecamatan Kais 
Kabupaten Sorong Selatan. 
 
Penetapan dan Penegasan Batas Desa / 
Kelurahan 
 
Gambar 5 menyajikan hasil tumpangsusun 
batas indikatif dari RBI keatas peta citra yang 
belum tergeoreferensi, terlihat garis batas belum 
sesuai. Apabila citra sudah tergeoreferensi dan 
mendapati kondisi pada seperti Gambar 6, asumsi 
awal adalah batas berupa batas alam buatan (jalan) 
sehingga garis batas perlu diperbaharui. Secara 
garis besar hasil yang didapat dari penelitian ini 
adalah berupa data hasil verifikasi batas indikatif 
dari peta RBI yang diwujudkan berupa delineasi 
garis batas dan koordinat titik-titik batas 
kartometris. Hasil adjudikasi yang dilakukan di 
kecamatan Cibinong ditampilkan pada Gambar 7.  
 
Gambar 5. Peta batas indikatif RBI ditumpang-




Gambar 6. Batas kelurahan menggunakan unsur 
alam buatan berupa jalan pada citra 
yang sudah terektifikasi dengan benar. 
 
 
Gambar 7. Hasil adjudikasi di Kecamatan Cibinong. 
 
Garis berwarna kuning pada Gambar 7 
menunjukkan batas indikatif dan garis merah 
menunjukkan hasil adjudikasi. Secara lebih detail 
pada Gambar 8 ditunjukkan hasil penetapan titik 
kartometris pada wilayah Cibinong, dimana garis 
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warna kuning menunjukkan batas indikatif dan garis 
merah menunjukkan hasil adjudikasi. Pelaksanaan 
delineasi terutama menggunakan batas indikatif 
sebagai referensi, interpretasi citra dengan asumsi 
bahwa batas administrasi menggunakan unsur 
alam dan unsur buatan, selanjutnya diklarifikasi ke 
aparat desa/kelurahan. 
 
Gambar 8.Contoh hasil penetapan titik kartometris 
di Cibinong. 
 
Dari hasil delineasi di atas peta kerja ada 
beberapa kemungkinan, antara lain kemungkinan 
pertama batas indikatif dari peta RBI disepakati 
sesuai menurut dua desa yang bersebelahan, dan 
sepakat digunakan sebagai batas wilayahnya. 
Kemungkinan kedua batas indikatif dari peta RBI 
betul menurut satu desa tetapi desa yang lain 
memberikan unsur alam/buatan yang masuk 
sebagai batas, sehingga tidak didapatkan 
kesepakatan. Kemungkinan ketiga adalah batas 
indikatif dari peta RBI salah menurut kedua desa 
yang bersebelahan, tetapi kedua desa sama-sama 
tidak tahu dan tidak bisa memberikan unsur 
alam/buatan sebagai garis batas. Bahkan 
berdasarkan batas indikatif ada area yang tidak 
diakui oleh desa-desa yang saling berbatasan. 
Sebagai hasil akhir penetapan dan penegasan 




Gambar 9. Peta Citra Wilayah Kelurahan Cibinong  
Skala 1:5.000. 
 
Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan / 
Distrik 
 
Rencana pemekaran distrik di Kabupaten 
Sorong Selatan, distrik yang dimekarkan adalh 
Distrik Kais menjadi dua distrik yaitu Distrik Kais 
dan Distrik Kaisdarat. Klip wilayah distrik disajikan 
pada Gambar 10, dalam rencana penarikan garis 
batas mempertimbangkan hak ulayat masyarakat 
adat setempat.Rencana garis batas pemekaran 
Distrik Kais dideskripsikan sebagai berikut:  
a. Batas wilayah Kais dan Kaisdarat ditarik 
secara kartometris dimulai dari garis batas 
Kabupaten Sorong Selatan dengan 
Kabupaten Maybrat di Sungai Kais (Titik 1) 
Koordinat 1º49’10,2”LS dan 132º21’ 30,8”BT.  
b. Garis batas ditarik menyusuri talweq Sungai 
Kais hingga (Titik 2 di timur laut Kampung 
Kais) Koordinat 1º50’18”LS dan 
132º15’50,75”BT, selanjutnya garis batas 
ditarik lurus dari Titik 2 ke Titik 3 yang berada 
di Sungai Sekak pada koordinat 1º47’13,3”LS 
dan 132º06’25,7”BT.  
c. Dari Titik 3, garis batas ditarik menyusuri 
talweq Sungai Sekak ke arah muara di Teluk 
Warongge (Titik 4) Koordinat 1º42’42,3”LS 
dan 132º01’39,2”BT. Sumber data dalam 
rencana penarikan garis batas menggunakan 
peta rupabumi skala 1:50.000. 
 
 
Gambar 10. Rencana pemekaran Distrik Kais 
Kabupaten Sorong Selatan Provinsi 
Papua Barat. 
 
Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan 
Citra UAV 
 
Pemanfaatan data citra UAV dapat 
dipertimbangkan pada daerah yang belum ada 
ketersediaan citra tegak resolusi tinggi, mengingat 
pemesanan citra ini memerlukan waktu yang lama 
dan belum ada jaminan ketersediaan datanya. UAV 
untuk aplikasi inderaja patut dikembangkan sebagai 
alternatif untuk penetapan dan penegasan batas 
wilayah dalam penyediaan citra resolusi tinggi 
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mengingat ketersediaan teknologi dan sumber daya 
manusianya; serta biaya yang relatif murah. 
Pemanfaatan citra ini dikombinasikan dengan hasil 
pengukuran teristris dan diskripsi batas dijelaskan 
secara rinci yang akan menutup kelemahan 




Metode kartometris dengan berbagai teknologi 
cukup efektif untuk diterapkan dalam rangka 
penetapan dan penegasan batas wilayah 
kecamatan, desa/kelurahan. Apabila terjadi 
perbedaan karena masih ada perselisihan batas 
antar-wilayah akibat pemekaran/penggambungan 
wilayah kecamatan atau desa, dan juga akibat 
kesalahan dalam delineasi batas pada saat proses 
pemetaan. Permendagri No. 27 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa di atas peta skala 1:5.000 s.d. 1:10.000 
akan menyulitkan daerah di luar Pulau Jawa 
mengingat wilayahnya yang luas sehingga tidak 
mungkin ditampilkan dalam satu lembar peta 
wilayah desa pada kertas ukuran A0 dan atau 
kertas ukuran A1. Peta hasil penetapan dan 
penegasan batas akan dibuatkan berita acara 
sebagai pengesahan atau legitimasi, agar hasil 
adjudikasi dapat digunakan sebagai dokumen untuk 
menerbitkan produk hukum.  
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